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ABSTRAK

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki tugas untuk mengadili atau
menyelesaikan suatu sengketa pemerintahan atau administrasi negara melalui
pejabat yang ada di Peradilan Tata Usaha Negara melalui Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara menjelaskanTata Usaha Negara merupakan administrasi
negara yang memiliki peran dan fungsi untuk menyelesaikan urusan pemerintahan
baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah dengan menerima, memeriksa,
mengadili dan memutuskan perkara sengketa keadministrasian oleh sebab itu
Peradilan Tata Usaha Negara diberika kewenangan atau tugas baru dalam
menyelesaikan sengketa yaitu menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimanakah peran
dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili
sengketa Pemilu dilihat dari hukum acara peradilan tata usaha negara?. Kedua,
Bagaimanakah pandangan siyasah gadhaiyyahterhadap peran dan fungsi lembaga
Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa Pemilu?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan fungsi lembaga
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili sengketa Pemilu dilihat
dari hukum acara peradilan tata usaha negara serta untuk mengetahui pandangan
siyasah gadhaiyyahterhadap peran dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha
Negara dalam mengadili sengketa Pemilu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
lapangan dengan menggunakan berbagai literatur (kepustakaan), metode analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan cara
kualitatif dengan metode berfikir induktif dan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat peneliti berikan kesimpulan
sebagai berikut: Pertama, peran dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam
menyelesaikan perselisihan atau sengketa pada proses pemilihan umum relatif
sama dengan sengketa administrasi Negara pada umumnya yaitu memeriksa,
memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan keputusan
yang bersifat individual, final dan mengikat sehingga keputusan yang dikeluarkan
mempunyai akibat hukum secara perdata. Kedua, pandangan siyasah
gadhaiyyah(kekuasaan kehakiman) terhadap peran dan fungsi lembaga PTUN
dalam mengadili sengketa Pemilu, dibentuk untuk melakukan kontrol/pengawasan
terhadap penguasa dan mengadili kezaliman yang dilakukan oleh penguasa
terhadap rakyatnya termasuk dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pada proses
Pemilu yang dapat merugikan rakyat atapun peserta Pemilu serta keputusan yang
di keluarkan oleh PTUN juga tidak boleh menimbulkan kerugian dan tidak ada
unsur kezaliman terhadap hak-hak rakyat.
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu
sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin,
maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan
jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu
kerjakan, (Q.S. An-Nisa’:135)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul penelitian ini adalah Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran
dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili
Sengketa Pemilu. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kesimpang siuran bagi
pembaca maka di anggap perlu mempertegas penjelasan-penjelasan tentang judul
penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang penulis perlu jelaskan adalah sebagai
berikut:

Analisis adaah menguraikan suatu pebahasan didalam sebuah bagian yang
sedang dilakukan penelaah itu sendiri dan memiliki hubungan antar masing-
masing bagian sehingga mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman
dalam arti keseluruhan'.

Siyasah gadhaiyyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk
menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam.
Kasus-kasus yang ditangani ini adalah kasus yang timbul dalam kehidupan sosial

dan keagamaan masyarakat muslin dan non muslim?.

! Dwi Prastowo Darminto & Rifka Juliyanti, Analisis Laporan Keuangan, (Yogyakarta:
UPP.AMP YPKN, 2005), h.1

2 Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2003), h.2.



Peran adalah keberadaan sesuatu yang berfungsi dan dapat mewujudkan
keinginan atau harapan sebagai implikasi dari keberadaannya melakukan proses
dan menghasilkan produk yang dapat diukur dan dirasakan oleh masyarakat®.

Fungsi adalah kedudukan dan kegunaan akan suatu hal sehingga maksud
dari suatu hal akan jelas®.

Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga
peradilan dilingkungan peradilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibukota
kabupaten atau kota susunan pengadilan tata usaha negara meliputi pimpinan
(Ketua PTUN dan Wakil ketua PTUN),hakim anggota, panitera dan sekertaris”.

SengketaPemiluadalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih
yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik
yang dapat menimbulkan akibat hukum bagikeduanya sehingga mempengaruhi
suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu)®.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang peran dan fungsi
lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili sengketa pada

pemilihan umum yang dilihat dari siyasah gadhaiyyah.

® SoerjonoSoekanto.Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Baru, (Jakarta : Rajawali Pers.
2009) h.212-213

* Muhammad Afdi Nizar, Kamus Istilah-istilah Akuntansi, (Jakarta: Citra Harta Prima,
2010), h. 412.

> Indraharto, Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: CV Mulia Sari, 2013), h.43

® Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika,
2010), h.2



B. Alasan Memilih Judul
Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi untuk memilih judul ini
sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya:
1. Alasan objektif
Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lembaga
peradilan yang baru diikutsertakan dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan
Umum (Pemilu), sehingga Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
memiliki peran besar dalam mendamaikan pihak yang berselisih atau
bersengkata.
2. Alasan subjektif
a. Untuk menambah pengetahuan tentang peran dan fungsi lembaga
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili sengketa pada
Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilihat dari siyasah gadhaiyyah
b. Permasalahan yang dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang
sedang penulis tekuni selain itu penulisan ini didukung dengan tersedianya
literatur yang memadai sehingga penulis berkeyakinan bahwa skripsi ini
dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan serta cukup relevan

dengan disiplin ilmu di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Sar’iyyah.

C. Latar Belakang Masalah

Figh siyasah berarti suatu ilmu yang mengkaji tentang ketatanegaraan,
yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan masyarakat dan hubungannya
dengan negara, dalam bentuk kebijaksanaan pemerintahan berdasar hukum dan
peraturan untuk mewujudkan kemaslahatan, ketertiban, dan keadilan dalam

masyarakat sesuai dengan syari’at Islam. Tegasnya figh siyasah adalah ilmu



ketatanegaraan dalam perspektif Islam, atau disebut juga dengan ilmu politik
Islam’. Menurut Sayuti Pulungan menjelaskaskan bahwa figh siyasah adalah ilmu
yang mempelajari hal ikwal dan seluk belum pengaturan dan kebijaksanaan yang
dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh
syariah untuk mewujudkan kemaslahan umat®.

Siyasah juga dapat membawa arti pemerintahan dan politik atau membuat
kebijaksanaan (politic and policy). Selain itu, siyasah juga dapat diartikan
administrasi dan manajemen. Oleh karena itu, siyasah dapat dikatakan sebagai
cara dan bentuk sesuatu perkara yang “dilaksanakan” dan yang “diuruskan” oleh
seorang ketua, berhubungan dengan tugasnya, dalam mengendalikan urusan-
urusan orang Yyang berada di bawah kekuasaannya. Karena dalam
penyelenggaraan tersebut sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur dan
memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat
kebijaksanaan dalam hubungan dengan kehidupan masyaraka.’

Berdasarkan hal tersebut para ilmuwan membagi figh siyasah menjadi
beberapa macam, antara lain seperti yang dilakukan oleh al-Mawardi berikut ini:

1. Siyasah dusturiyah, yakni siyasah perundang-undangan

2. Siyasah maaliyah, mengkaji tentang politik keuangan negara atau

sumber ekonomi negara dan pengelolaannya

3. Siyasah gadhaiyyah, membahas tentang pengaturan peradilan terhadap

pelanggaran peraturan hukum dan perundangan yang telah ditetapkan

4. Siyasah harbiyah, mengatur tentang peperangan dan urgensinya

perdamaian
5. Siyasah idariyah, mengatur tentang administrasi pemerintahan™.

" Efrinaldi.Figh Siyasah : Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam. (Padang: Granada

Press, 2007), h.6

8 Sayuti Pulungan, Figh Siyasah, iAjaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002), h.26

° M. Hasbi Umar. Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Figh
Siyasi, Jurnal AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 2 Desember 2018

19 Efrinaldi, Figh Siyasah : Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam, h.9



Dari beberapa objek figh siyasah tersebut yang perlu diketahui adalah
siyasah gadhaiyah, figh siyasah gadhaiyyahmerupakan siyasah yang berhubungan
dengan kebjakan peradilan. Peradilan adalah terjemahan dari Bahasa Arab
(sLaall), Al-Qadha (sLasll) berasal dari kata _s.ad-_suai-sLad; jamaknya éuasl.
Kata Al-Qadha’ merupakan kata musytarak, memiliki banyak makna dalam Al-
Quran kata Al-Qadha’ memiliki makna antaranyamenetapkan, menentukan,
memerintahkan sesuatu sebagai kepastian, memerintahkan dan memutuskan
sesuatu, menyelesaikan, mengakhiri, dan seterusnya™.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peradilan memiliki arti memutuskan
atau menghukum antara dua orang yang berkelahi dan juga memiliki arti
mencegah atau menghalang-halangi, Menurut Madkur Al-Qadha’ adalah
mencampuri urusan mahluk dengan kholiknya untuk menyampaikan perintah-
perintah dan hukum-hukumnya kepada mereka dengan perantara Al-Quran dan
As-Sunnah atau secara tingkat menyelesaikan sengketa antara dua belah pihak
dengan menggunakan hukum Allah SWT*2

Peradilan atau Al-Qadha’ hukumnya fardhu kifayah dan dapat dilaksanakan
dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan tidak ada qodhi atau pengusa yang
bisa melaksanakan, peradilan dapat dilaksanakan dengan cara tahkim pada
seorang muhakkam menyerahkan hukum kepada seseorang yang dianggap

menguasai hukum seperti tahkim seorang wanita kepada seorang untuk bertindak

Ygbal, M., Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2011), h.16

12 Muhammad Salama Madkur, Al-Qadha’ Fi Al Islam Diterjemahkan oleh Imran A.M,
dengan judul Peradilan Dalam Islam, (Surabaya: PT. Bina lImu, 1988), h.20



sebagai wali ataupun penyerahan dua belah pihak yang berselisih kepada pihak
ketiga untuk memutuskan perkara®®.

Peradilan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah perkembangan hukum
Islam. Hal ini dapat dilihat dari eksistensi peradilan yang telah dimulai dari masa
Rasulullah SAW lalu diteruskan di masa-masa sahabat dan terus berlanjut ke
masa-masa setelahnya hingga masa sekarang. Hal ini mengindikasikan bahwa
eksistensi peradilan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan hukum Islam
di masyarakat muslim, baik di masa lalu maupun di masa kini pada berbagai
belahan dunia, termasuk di Indonesia.™*

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa prinsip peradilan
adalah upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan demikian ia
mengandung makna proses yakni proses penyelesaikan suatu sengekta dengan
berpedoman pada aturan-aturan tertentu yang dalam konteks ini adalah peraturan
hukum Allah SWT. Allah SWT berfirman pada sebagaimana firman Allah SWT

dalam Surat An-Nisa ayat ke 105:

A= 2B v L e, e AL oL . Y - P
AN ORISni YR . . s | RGN
L;/jLJjL,LJj LN \L/,;J[:JMWL;JU /AJJ a ﬁug"dﬁ':"éb‘l‘lL“ﬁ"/a'

Artinya: “Sesungguhnya kamu telah menurunkan kitab kepadamu dengan
membahwa kebenaran supaya kamu mengadili antar manusia
dengan yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah
menjadi penantang atau menjadi orang-orang yang bersalah
karena telah membela orang-orang yang berkhianat” (Q.S. An-
Nisa: 105)

3 H. Zainil Ahmad Noer dan H. Abdul Basit Adnan, Serajah Singkat Peradilan Agama
Islam di Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h.29-30

Y“Asni. Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton, Jurnal
AL-‘ADALAHVol. 14, Nomor 1, 2017



Ayat tersebut dapat dipahami bahwa putusan hukum harus senantiasa
dikedepankan materi kebenaran (berdasarkan dengan fakta yang kongkrit dan
menyakini sehingga akan melahirkan sebuah putusan yang benar serta berkeadilan
oleh karena itu hukum dituntut untuk adaptif dan dinamis mengikuti dan
menjawab tantangan akhir zaman.

Salah satu lembaga peradilan yang dituntut untuk membuat sebuah
keputusan yang benar serta berkeadilan dalam menyelesaikan sengketa adalah
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
bertugas menyelesaikan suatu perbuatan pemerintah atau administrasi Negara
melalui pejabat atau instansinya yang dipermasalahkan oleh warga masyarakat,
termasuk perusahaan, koperasi, yayasan, organisasi sosial, atau sesama instansi
pemerintahan®. Selain itu menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5
Tahum 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara menjelaskan bahwa:

Tata Usaha Negara adalah aministrasi negara yang melaksanakan fungsi

untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di

daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka beradaskan Pasal 6 Undang-Undang Nomor
5 Tahum 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan
Tata Usaha Negarayang menjelaskan bahwa PengadilanTata Usaha Negara
(PTUN) berkedudukan di kota ataupun ibukota kabupaten dan daerah hukumnya

meliputi wilayah kota ataupun kabupaten sedangkan Pengadilan Tinggi Tata

1> Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta:
Sinar Grafika, 2013), h. 2



Usaha Negera berkedudukan di Ibukota. Untuk itu PengadilanTata Usaha Negara
(PTUN) memiliki kompetensi (kewenangan) untuk mengadili suatu perkara yang
dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi
relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara
sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut berhubungan
dengan kewenangan pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa tata usaha negara®.

Untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menurut Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki fungsi:

a) Menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat

pencari keadilan

b) Memberikan pelayanan hukum berupa pertimbangan hukum (diluar

kasus yang sementara diproses) kepada lembaga pemerintah atau
masyarakat yang membutuhkan

c) Melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat/instansi yang

membutuhkan

d) Melaksanakan pengawasan mengenai pelaksanaan tugas yustisial

(kehakiman) dan administrasi yustisial Pengadilan Tata Usaha Negara,
dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara.

Salah satu bentuk sengketa yang di tangani oleh Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) adalah sengketa administrasi pada Pemilihan Umum (Pemilu),
hasil riset Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)menyimpulkan,
permasalahan dalam kerangka hukum menimbulkan kesimpangsiuran dan
ketidakjelasan bagi penyelenggara maupun peserta Pemilu, peraturan yang

ambigu serta multitafsir berkontribusi pada rentetan persoalan dalam

penyelenggarakan tahapan Pemilu, sebut saja masalah daftar pemilih, kisruh

16 Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),
h.6-16.



pencalonan, kampanye yang tidak terkontrol, pemungutan dan penghitungan suara
yang bermasalah hingga terjadinya konflik horizontal antar masyarakat'’.

Jika di hubungkan dengan beberapa konflik horizontal dalam Pemilu
disebabkan dua hal, Pertama, adanya rasa ketidakpuasan dari peserta Pemilu
(partai politik, calon anggota legistaltif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, maupun pasangan calon presiden) ketika dalam tahap verifikasi
dinyatakan gugur. Kedua, adanya rasa ketidakpuasan peserta Pemilu (partai
politik, calon anggota legistaltif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, maupun pasangan calon presiden) terhadap hasil penghitungan
Pemilu.

Sebenarnya Negara sudah menyiapkan beberapa model penyelesaian
sengketa Pemiluyang diatur dalam UU terkait.

Pertama, penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan penetapan hasil
Pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dalam perkembangan pada
tanggal 19 Mei 2014 melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah
Konstitusi menyatakan tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan
sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah.

Kedua, penyelesaian sengketa pelanggaran Pemilu baik yang dilakukan
Komisi Pemilihan Umum maupun Peserta Pemilu menjadi kewenangan Bawaslu

Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

7 Titi Angraini dkk, Menata Kembali Pengaturan Pemilukada, (Jakarta: Perludem, 2011)
h.Kata Pengantar iv
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Ketiga, terhadap sengketa Pemiluyang bersumber dari Keputusan Komisi
Pemilihan Umum yang tidak terkait dengan hasil Pemilu menjadi kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Keempat, terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan
unsur penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh DKPP*®. Namun dalam prakteknya,
model penyelesaian sengketa Pemilu yang dilakukan beberapa lembaga Negara
yang berbeda, termasuk di dalamnya sengketa administrasi Pemilu, justru masih
banyak menimbulkan permasalahan.

Khusus untuk proses peradilan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN), permasalahan yang terjadi adalah lamanya waktu persidangan (sehingga)
banyak putusan yang diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
sudah melewati proses tahapan pelantikan peserta Pemilu (anggota legistaltif DPR
RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota terpilin). Akibatnya Komisi
Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak tergugat tersebut kesulitan bahkan tidak
bisa melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Masalah selanjutnya adalah adanya dualisme putusan pengadilan yang
berbeda yakni antara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga peradilan yang diberikan
kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan sengketa Pemilu, Mahkamah
Konstitusi menolak penafsiran bila hanya memiliki kewenangan untuk
menyelesaikan perselisihan yang terkait hasil saja yakni hasil hitung-hitungan

secara angka penghitungan dan rekapitulasi pemungutan suara. Mahkamah

B1bid. h.21.
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Konstitusi memaknai Pemilu adalah rangkaian proses yang dimulai dari tahapan
persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir yang membuahkan suatu hasil Pemilu®.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, Mahkamah Konstitusi memperluas
penafsiran tentang kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil Pemilumulai
dari juga mengadili proses-proses Pemilu termasuk proses pencalonan,
pemutakhiran daftar pemilih, pelanggaran pada saat kampanye, money politik,
intimidasi, keterlibatan birokrasi, dan lain sebagainya, di sisi lain putusan berbeda
dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) meskipun
Mahkamah Konstitusi sudah menilai proses secara keseluruhan pelaksanaan
Pemilusudah berjalan sesuai dengan asas-asas kePemiluan dan peraturan
perundang-undangan. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat berpendapat
lain dengan membuat putusan yang menyatakan batal salah satu keputusan yang
dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum apabila ada gugatan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN).

Seperti kasus sengketa Pemilu antara KPU dengan Oesman Sapta Odang
(OSO) calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dimana KPU mencoret
OSO dari Daftar Calon Tetap (DCT) dengan putusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-
Kpt/06/KPU/1X/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Perseorangan
Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019. KPU tidak meloloskan OSO
dikarenakan OSO tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Ketua
Umum Partai Hati Nurani Raykat (Hanura) atau anggota partai politik menurut

putusan Mahkamah Konstitusi (MK) MK No. 30/PUU-XV1/2018 menjelaskan

1 Achmad Dodi Hermanto, Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilukada di Indonesia,
(Jakarta: KONpress, 2012), h.39
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bahwa anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.
Berdasarkan hal tersebut maka OSO mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN), dari hasil persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) mengabulkan pihak penggugat yaitu Oesman Sapta Odang (OSO) dengan
putusan Nomor 242/G/SP/SPPU/2018/PTUN-JKT.

Sayangnya hingga sat ini Putusan Nomor 242/G/SP/SPPU/2018/PTUN-
JKT yang sudah memiliki kekuatan tetap dimana Majelis memerintahkan KPU
untuk menerbitkan SK baru dengan memasukkan nama OSO ke dalam DCT
namun sampai saat ini perintah eksekusi untuk membatalkan SK KPU RI
Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan DCT Anggota
Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 tidak
dijalankan oleh KPUZ.

Berdasarkan gambaran fakta-fakta penyelesaian sengketa Pemiluyang
terjadi di atas, nampaknya ada kekurangtepatan dalam konstruksi peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa Pemilusehingga
berdampak adanya ketidakpastian hukum, kebingungan penyelenggara Pemilu,
serta pelanggaran terhadap hak-hak konstitusionalitas peserta Pemilu(partai
politik, calon anggota legistaltif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, maupun pasangan calon presiden).

Lebih jauh lagi, ketentuan penyelesaian sengketa administrasi Pemilu yang
menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak mengatur

batas waktu penyelesaian sengketa. Hal itu juga membuka peluang terjadinya

Phttp://rri.co.id/post/berita/626567/hukum/ptun_paksa_kpu_jalankan_putusan_terkait_
0so0.html, Diakses pada Ranggal 20 Januari 2020 jam 11.43


http://rri.co.id/post/berita/626567/hukum/ptun_paksa_kpu_jalankan_putusan_terkait_%20oso.html
http://rri.co.id/post/berita/626567/hukum/ptun_paksa_kpu_jalankan_putusan_terkait_%20oso.html
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putusan yang setelah melewati tahapan pemungutan suara maupun tahapan
penyelesaian sengketa hasil Pemiludi Mahkamah Konstitusi bahkan setelah
peserta Pemiludilantik. Padahal, Mahkamah Konstitusi terikat oleh waktu untuk
menyelesaikan sengketa hasil Pemilusehingga tidak bisa menunggu proses
penyelesaian sengketa administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
sampai selesai. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa sumber
problematika terhadap carut-marutnya sistem penyelesaian sengketa administrasi
dan sengketa hasil Pemilusesungguhnya terletak pada pengaturan penyelesaian
sengketa dalam peraturan perundang-undangan terkait yang tidak tepat

Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:
“Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga

Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu”.

D. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi fokus dalam
penelitian ini analisis siyasah gadhaiyyah terhadap peran dan fungsi lembaga

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa Pemilu.

E. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah peran dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) dalam mengadili sengketa Pemilu dilihat dari hukum acara peradilan

tata usaha negara?
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2. Bagaimanakah pandangan siyasah qadhaiyyahterhadap peran dan fungsi

lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa Pemilu?

F. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) dalam mengadili sengketa Pemilu dilihat dari hukum acara peradilan
tata usaha negara

2. Untuk mengetahui pandangan siyasah gadhaiyyahterhadap peran dan fungsi

lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa Pemilu.

G. Signifikasi Penelitian
Signifikasi penelitian di bagi menjadi 2 (dua) yaitu secara teoritis dan
secara praktis.
1. Secara teoritis
a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terkhusus dalam
masalah penyelesaian sengketa Pemilu
b. Hasil penelitian ini di harapkan bisa menjadi acuan akademis menyangkut
ilmu syariah dan hukum.
2. Secara praktis
Hasil penelitian ini diharapkan akan membawa perkembangan terhadap dunia
ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus
rujukan bagi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)dalam

menyelesaikan sengketa Pemiluyang akan datang.
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H. Metode Penelitian
1. Pendekatan dan Sifat Penelitian
a. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (library research) vyaitu
penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan)
dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku-buku,
artikel, makalah, koran dan bahan-bahan yang lain yang relevan dengan
penelitian ini**. Melalui metode ini penulis berusaha mengumpulkan data
yang dibutuhkan dengan jalan mencari pendapat-pendapat dan teori-teori
yang relevan degan pokok-pokok permasalahan yang terdapat di dalam
skripsi ini untuk dijadikan sumber rujukan dalam usaha menyelesaikan

penulisan.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
filsafat hukum dan pendekatan teori hukum. Pendekatan filsafat hukum
dimaksudkan untuk mengetahui dasar filosofis adanya pengujian peraturan
perundang-undangan sementara itu pendekatan teoritis digunakan untuk
mengetahui berbagai teori yang dapat dijadikan dasar kewenangan

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

b. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptip analitikyaitu suatu metode penelitian

yang menggambarkan atau  mendekripsikan  analisis  siyasah

2 Andy Morissan Corry W dan Farid Hamid, Metode Penelitian Survei. (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2012), h.37
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gadhaiyyahterhadap peran dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha
Negara dalam mengadili sengketa Pemilu, untuk kemudian di analisis

secara logis sehingga mendapatkan kesimpulan apa yang diteliti®.

2. Sumber Data
Untuk memperoleh bahan pustaka dalam penelitian ini berikut ini akan

di uraikan tentang sumber data tersebut, yaitu :

a. Sumber data primer
Sumber yang diperoleh dari penelitian secara langsung yang berasal dari
Al-Qur’an, buku-buku figh siyasah, undang-undang tentang pemilihan
umum (pemilu), undang-undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN).

b. Sumber data sekunder
Data yang mengenai suatu informasi yang menjelaskan dan membahas data
primer, didalam hal ini menunjukkan bahwa data tersebut berupa buku-
buku, karya tulis ilmiah, jurnal, skripsi, makalah, majalah, artikel, website
dan berita media lainnya baik berita online maupun cetak yang relevan
dengan penelitian ini selain itu juga bisa berupa pemikiran para ahli yang
berhubungan dengan peran dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha

Negara dalam mengadili sengketa Pemilu.

22 7ainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Graha Grafika, 2011), h.106
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3. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi
kepustakaan (library research), yang dimaksudkan untuk memperoleh
informasi tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian. Melalui metodeini
penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan
caramembaca, mencatat, mengutip buku-buku referensi dan menelaah
perundang-undangan,dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya

denganpermasalahan.

4. Metode Pengolahan Data
Data-data yang terkumpul kemudian diolah, sebagai berikut:
a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul
sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah yang penulis teliti
b. Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang secara teratur
berurutan, logis sehingga mudah dipahami
c. Sistematisasi data (Systematizing), yaitu menempatkan dara menurut

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah?.

5. Analisis Data
Metode berfikir induktif yaitu penalaran yang berangkat dari fakta-fakta
yang bersifat khusus, pristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta yang khusus

atau peristiwa yang konkrit tersebut ditarik generalisa atau kesimpulan yang

2 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2014), h. 132
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bersifat umum. Sedangkan berfikir deduktif adalah metode berpikir yang
menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan
dalam bagian-bagiannya yang khusus.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data dengan cara induktif
atau penelitian kualitatif yang dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari
fakta empiris, peneliti mempelajari, menganalisis, manafsirkan, dan menarik
kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan yang di hubungkan dengan
teori. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan
dengan proses pengumpulan data, dengan demikian temuan penelitian di
lapangan lalu di bentuk dalam bangunan teori.

Setelah data terhimpun melalui metode yang telah dilakukan, maka
selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Istilah kualitatif mengandung
makna prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat dipahami. Dalam analisis

kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif dan berfikir deduktif.
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LANDASAN TEORI

A. Figh Siyasah dan Siyasah Qadha’iyyah (Peradilan)
1. Pengertian Siyasah

Perkataan siyasi, diambil dari perkataan Arab yang membawa arti
mengatur, mengurus, mengendalikan urusan negara, memperbaiki keadaan
dan urusan manusia serta mengatur urusan sebuah negeri ia berasal dari kata
sasa,yasusu dan kemudian menjadi siyasah. Siyasah pada mulanya
merupakan sesuatu usaha atau ikhtiar untuk mencapai atau menyelesaikan
sesuatu masalah ia juga bermaksud suatu kepengurusan yang berkaitan
dengan pemerintahan seperti para penguasa mengatur dan mengurus rakyat
untuk mewujudkan kemaslahatan dan juga mengatur urusan kehidupan
masyarakat.*

Figh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang
membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam
bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam
figh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam,
yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan
bernegara dan bermasyarakat. Prinsipnya definisi-definisi  tersebut

mengandung persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus

M. Hasbi Umar. Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Figh
Siyasi,(Jurnal AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 2 Desember 2018)
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manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing
mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudaratan®.

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa
Siyasah peraturan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan
kemaslahatan serta mengatur keadaan. Louis Ma’luf memberikan batasan
bahwa Siyasah adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing
mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan lbn Manzhur mendefenisikan
Siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang
mengantarkan manusia kepada kemaslahatan®®. Penulisan kamus Al-Munjid
mendefinisikan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan
membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti
ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar
negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan
dan istigomah?’.

Berdasarkan beberapa arti di atas, dapat dikatakan bahwa siyasah
berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan karena dalam
penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan,
mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi,

dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan

“Wahyu Saman Hudi.Analisis Hak Asasi Manusia Dan Figh Siyasah Terhadap
Kepemimpinan Transgender, (Skripsi. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung, 2019).

% Muhammad Iqbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Gaya Media Pratama, 2016),h. 4

#'Ibid, h.22
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masyarakat?®®. Siyasah yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadis Nabi
dikenal dengan istilah Siyasah syar'iyyah yakni Siyasah yang dihasilkan
oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan
memperhatikan prinsip-prinsip umum syari’at dalam mengatur hidup
manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah syar'iyyah disebut juga

politik ketatanegaraan yang bersifat syar’izg.

2. Siyasah Qadha’iyyah (Peradilan)

Lembaga peradilan dalam figh siyasah dikenal dengan Qadha’iyyah
yang berasal dari kata al-gadha yaitu lembaga peradilan yang dibentuk
untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan
hukum Islam. Menurut ilmu bahasa arti gada antara lain menyelesaikan,
menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan.
Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini.Sedangkan
dari segi istilah ahli figih, qadaberarti lembaga hukum dan perkataan yang
harus dituruti yang di ucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah
umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang
mengikutinya.*

Menurut Muhammad Salam Madkur, gqadadisebut hakim karena dia
melarang pelaku dari perbuatan tidak adil karena adanya berbagai
pengertian dari kata gada itu, maka ia bisa digunakan dalam arti

memutuskan perselisihan oleh hakim. Orang yang melakukannya disebut

28 Ridwan, Figih Politik...,h.75

*Ibid, h.76

®5aiful Aziz.Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam,
(Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016).
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gadhi. Menurut para ahli figih, terminologi syariat dari kata gada adalah
memutuskan perselisihan dan menghindarkan perbedaan serta konflik-
konflik. Dengan definisi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tugas gada
(lembaga peradilan) adalah menampakkan hukum agama, bukan
menetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi
oleh hakim. Hakim hanya menerapkannya ke alam nyata, bukan
menetapkan sesuatu yang belum ada.*

Menurut Al-Mawardi ada beberapa syarat yang harus di penuhi oleh
seorang godhi (hakim) vyaitu laki-laki, berakal, memiliki kecerdasan yang
dapat menjauhkan dirinya dari kelalaian, merdeka, adil, sehat pendengaran
dan pengelihatan dan memiliki pengetahuan yang luas tentang syariah.
Jabatan hakim merupakan kedudukan yang berada dibawah khalifah.Yaitu
suatu lembaga yang tersedia untuk tujuan menyelesaikan gugatan serta
memutuskan perselisihan dan pertikaian. Oleh karena itulah, jabatan hakim
pada hakikatnya merupakan bagian dari tugas khalifahakan tetapi, untuk
meringankan tugasnya yang sangat banyak, maka seorang khalifah boleh
atau berwenang mengangkat seorang gadhi yang secara khusus menangani
tugas peradilan. karena itulah, jabatan gadhi berada langsung di bawah
khalifah. Artinya, khalifah sendiri yang bertugas mengawasinya, sehingga
lembaga peradilan yang terdiri para gadhi bertanggung jawab secara
langsung kepada khalifah. Bahkan apabila para gadhi yang berada dalam

lembaga peradilan tersebut tidak dapat menyelesaikan suatu persoalan,

*5aiful Aziz.Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam,
(Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016).
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maka khalifahlah yang wajib menanganinya. Hal inilah yang terjadi pada

awal permulaan Islam, yaitu para khalifah melaksanakan sendiri jabatan

gadhi.*

Sedangkan tugas dan wewenang al-gadha adalah:

a. Menyelesaiakan persengketaan baik secara damai maupun secara paksa

b. Membebaskan orang-orang yang tidak bersalah dari sanksi dan
hukuman, memberatkan sanksi kepada orang yang bersalah baik dengan
pengakuan maupun sumpah

c. Menetapkan penguasaan harta benda orang-orang yang tidak bisa
menguasai diri sendiri karena gila, anak-anak atau idiot

d. Mengawasai waktu dengan memelihara prinsip-prinsipnya dan
mengembangkan cabang-cabangnya

e. Melaksanakan wasiat dari orang yang berwasiat sesuai dengan syariah

f. Menikahkan janda dengan orang yang sederajat jika tidak ada wali dan
menghendaki menikah

g. Melaksanakan hukuman bagi para terhukum

h. Mengawasi pegawai demi kemaslahatan mereka

i. Meneliti para sanksi dan sekretarisnya serta menentukan penggantinya

J. Menegakkan persamaan di depan hukum antara yang kuat dan lemah,

bangsawan maupun rakyat biasa®.

*Rusdin. Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata
Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam, (Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2018).

¥ Muhammad Iqgbal, Figh Siyasah..., h.183
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Tujuan awal pembentukan kekuasaan dalam sebuah negara adalah
untuk mewujudkan kemaslahan untuk rakyat sehingga tidak sepatutnya
kekuasaan apapun menggunakan kewenangan untuk melakukan
pelanggaran atau kezaliman terhadap hak-hak rakyat. Untuk itu lembaga
peradilan dibentuk untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap
penguasa dan mengadili kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap
rakyatnya termasuk dalam perbuatan kebijakan-kebijakan politik.

Merujuk pada kaidah figh yang digunakan dalam bidang kajian figh
siyasah yakni adalah sebuah kaidah. Kaidah ini pada dasarnya melatakkan
kemaslahatan sebagai ujung dari seluruh kebijakan atau hubungan dengan
rakyat yang dipimpinnya jika ditarik lebih jauh pembentukan sebuah negara
pun sebenarnya adalah dengan tujuan kemaslahan bagi umat manusia baik
dunia maupun akhirat®*.

Negara merupakan alat untuk menerapkan dan mempertahankan
nilai-nilai ajaran Islam agar lebih efektif dalam kehidupan manusia,
disamping itu nehara juga didirikan untuk menanggulangi manusia dari
kesewenang-wenangan satu orang atau golongan terhadap orang atau
golongan lain, dikarenakan negara mempunya kekuatan dan kekuasaan agar
peraturan-peraturan yang dibuat dapat dipatuhi sejauh tidak bertentangan
dengan ajara agama Islam itu sendiri.

Penegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti

penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi

*Akhmad Mujahidin, Peramn Negara Dalam Hisbah, (Jurnal Al-Iqtishad, Vol.IV,
No.1 Januari 2012), h.121
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dan bermartabat tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak
didasarkan atas peri kehidupan berkadilan. Keadilan adalah tujuan akhir dari
sebuah sistem hukum terkait dengan fungsi sistem hukum sebagai saran
untuk mendistribusikan dan memelihara suatu lokasi nilai-nilai dalam
masyarakat yang dinamakan suatu pandangan kebenaran yang secara umum

menuju pada sebuah keadilan®.
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S. Annisa:58).

Lembaga peradilan Islam dapat berfungsi memutuskan perselisihan
atau sengketa dalam kehidupan berdemokrasi negara modern hal tersebut
tertuang dalam ayat di atas. Sebagai lembaga negara yang ditugaskan untuk
menyelesaikan sengketa dan memutuskan setiap perkara dengan adil, maka
peradilan berfungsi untuk menciptakan ketentraman masyarakat yang dibina
melalui tegaknya hukum. Peradilan Islam bertujuan pokok untuk
menciptakan kemaslahatan umat dengan tegaknya hukum Islam, untuk

terwujudnya hal tersebut peradilan Islam memiliki tugas pokok:

a. Mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa

*Ismail Rumadan, Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum
dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian, (Jurnal Rechts Viding, Volume 6
Nomor 1 April 2017), h.70
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b. Menetapkan sanksi dan menerapkan kepada para pelaku perbuatan yang
melanggar hukum

c. Terciptanya amar ma’ruf nahi munkar

d. Dapat melindung jiwa, harta dan kehormatan masyarakat

e. Menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegak berdiri hukum
Islam.

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh penelitian terdahulu
yang menjelaskan bahwa peradilan Islam bertujuan untuk menciptakan
kemaslahatan umat dngan tetap tegaknya hukum Islam. Karena itu peradilan
Islam mempunyai tugas pokok:

a. Mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa
b. Menetapkan sanksi dan menerapkan kepada para pelaku perbuatan yang
melanggar hukum?®®

Syariat Islam yang diperjelas dengan figh mengatur permasalahan
hukum secara cukup detail, dalam bentuk aturan-aturan yang dijadikan
sebagai pegangan oleh umat Islam dalam menyelesaikan problematika yang
muncul berhubungan dengan masalah hukum. Namun karena kepastian
aturan tersebut maka sering kali problematika yang muncul tidak
diselesaikan dengan tuntas. Padahal hukum modern menuntut untuk
mewujudkan sumber atau landasan hukum yang formal di setiap negara

sebagai rujukan dalam penyelesaian setiap permasalahan yang muncul®’.

*3aiful Aziz.Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam,
(Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016).

$"Marzuki, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Graha
Insani Press, 2019), h.10



27

Begitu juga hukum Islam baik yang berbentuk maupun figh dituntut
untuk di formulasikan dalam bentuk kodifikasi hukum atau undang-undang
agar mempunyai kekuatan hukum yang bisa mengikat setiap orang yang
berkaitan dengan hukum. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis
adalah hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain
dan mengatur hubungan manusia dengan benda di dalam masyarakat yang
disebut dengan istilah mu’amalah hukum Islam menjadi hukum positif
karena dirujuk melalui peraturan perundang-undangan, hukum Islam yang
berlaku secara formal yuridis ini memerlukan bantuan penyelenggara

negara.

. Peran Siyasah Qadha’iyyah (Peradilan) dalam Islam

Peradilan memiliki peranan yang sangat penting penting maka
sunnah Nabi SAW menampilkan hadist-hadist yang banyak memalingkan
orang dari gadla’ dan menjauhkan dari padanya,dengan tujuan menjauhkan
orang-orang yang menginginkan mencampuri urusan ini, padahal ia bukan
ahlinya,baik itu orang alim yang menyelewengkan atau orang bodoh yang
tidak memiliki kemampuan secara baik menerapkan keputusankeputusan
hukumnya atas kasus-kasus yang terjadi. Bahwa sayyidah Aisyah berkata:
“Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda pada hari kiamat nanti,
Qadi (hakim) yang adil akan di bawa, kemudian karena beratnya
pemeriksaan, ia menghayal, (alangkah baiknya kalau seandainya) ia tidak

pernah memutuskan hukum diantara dua orang (yang berselisih) tentang
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sebiji buah sama sekali, dan lain sebagainya dari hadits-hadits dan asar-asar
yang menakutkan (orang berkecimpung didalam) peradilan.®

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas peradilan
dalam menetapkan hukum agama tidak tepat karena hukum itu sebenarnya
telah ada dan hakim tinggal menemukan dan melaksanakannya. Disinilah
letak perbedaan hukum Islam dengan hukum umum dimana hukum Islam
itu (syariah) telah ada sebelum manusia ada sedangkan hukum umum baru
ada setelah manusia ada. Jadi hakim dalam hal ini hanya menerapkan
hukum yang ada itu dalam kehidupan bukan menetapkan sesuatu yang
belum ada®.

Peradilan memiliki hukum yang bersumber dari Allah SWT, hal itu

sesuai dengan firmal Allah dalam Surat Al-Shat ayat 26:
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Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah
(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di
antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa
nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.
Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan
mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari
perhitungan” (Q.S Al-Shad ayat 26).

%83aiful Aziz.Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam,
(Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016)
*Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: UIN Syarifhidayulah, 2007), h.2
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Firmal Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi:
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Artinya: “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka
menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau
mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka,
jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap
sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika
mereka berpaling (dari hukumyang telah diturunkan Allah),
maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak
menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-
dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-
orang yang fasik” (Q.S 4/-Maidah Ayat 49).

Lembaga peradilan memiliki rukun-rukun yang harus ada yaitu:

a. Hakim, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan
dakwaan-dakwaan karena pengausa tidak mampu menyelesaikan sendiri
semua tugas itu

b. Hukum, suatu keputusan produk gahdi untuk menyelesaikan
perselisihan dan memutuskan persengkataan

c. Al-Mahkum bih, yaitu hak kalau pada gahdi al-ilzam yaitu penatapan
gahdi atas tergugat dengan memenuhi tnntutas penggugat apa yang
menjadi haknya sedangkan gahdi al tarki (penolakan) yaitu penolakan

atas gugatanya

d. Al-Mahkum ‘alaih yaitu orang yang dijatuhi putusan atasnya


https://risalahmuslim.id/kamus/syariat-islam
https://risalahmuslim.id/kamus/fasik
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e. Al-Mahkum lah yaitu penggugat suatu hak yang merupakan hak manusia
semata-mata®.

Ada tiga institusi yang berhak menjadi gadhi menurut Ibnu Farhun
dalam kitab Tabshiratul Hukkam seperti di kutip oleh T.M. Hasbi
ashShiddieqy. Ketiga institusi itu antara lain:*!

a. Kekuasaan khalifah
Berkaitan dengan tugasnya untuk menjalankan hukum dan memutuskan
perkara, seorang khalifah wajib memiliki keahlian dalam menyelesaikan
perkara atau peradilan, selainkeahlian-keahlian lain yang disyaratkan
baginya sebagai kepala negara. Hal ini karena kepala negara berwenang
atas segala urusan yang ada di negara yang menjadi wilayah
kekuasaannya. Sehingga ia juga berkewajiban menangani seluruh
masalah yang tidak dapat ditangani oleh gadhi yang isebabkan karena
lemahnya kemampuan mereka untuk menanganinya atau keseganan
mereka karena menghadapi pihak tertuduh. Wewenang ini biasanya
diberikan kepada seorang pejabat madzalim. Oleh karena itu, biasanya
pula, dalam sistem kenegaraan Islam seorang kepala negara merangkap
sebagai pejabat madzalim.

b. Kekuasaan wizarah
Menurut sebagian ulama, seorang kepala negara boleh menyerahkan

sebagian atau segala macam tanggung jawab kepada wazir. Atau dengan

“Alaiddin Kato, Sejarah Peradilan Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2011), h.13-14

*Rusdin. Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata
Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam, (Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2018)
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kata lain seluruh yang dilakukan oleh kepala negara, boleh pula

dilakukan oleh wazir, kecuali tiga perkara, yaitu:

1) Memberi mandat kekuasaan kepala negara kepada seseorang yang
pantas menurutnya

2) Mengangkat pejabat-pejabat institusi pemerintah, misalnya
menetapkan wiliyatul ‘ahdi (putera mahkota)

3) Kepala negara dapat memberhentikan seluruh pejabat, termasuk para
pejabat yang diangkat oleh wazir.

Salah satu tanggung jawab yang dapat diserahkan kepada wazir adalah

mengangkat seorang gadhi dengan suatu syarat ia memiliki keahlian

dalam hal kehakiman.

Kekuasaan imarah (penguasa daerah, gubernur, atau bupati)

Jabatan yang diberikan kepada seorang umarah ada dua macam, yaitu:

1) Jabatan dengan wewenang umum yang dipegang oleh seorang
tafwidz (Menteri dan Gubernur). Ada dua macam wewenang, yaitu:
a) Mendapatkan hak penuh oleh khalifah, sehingga oleh menangani

seluruh persoalan dalam negeri

b) Boleh memutuskan hukum dan menangani masalah peradilan

2) Jabatan dengan wewenang khusus dan terbatas yang dipegang oleh
seorang tanfiz (menteri eksekutif). la hanya berperan sebagai
mediator antara khalifah, rakyat, dan para gubernur, sehingga
wewenangnya hanya terbatas pada menjalankan perintah dan

kebijakan khalifah, yaitu yang biasanya meliputi:
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a) Mengatur ketentaraan
b) Menyusun kebijakan bagi rakyat, memelihara keamanan, serta
menciptakan ketenteraman dalam rangka memimpin dan
menjaga kepentingan rakyat.
Secara garis besar, kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara
Islam dilaksanakan oleh dua lembaga peradilan sebagai berikut:*?
a. Peradilan Madzalim
Peradilan Madzalim merupakan lembaga peradilan yang
menangani masalah kezaliman penguasa beserta keluarganya terhadap
hak-hak rakyat. Oleh karena itu, dengan adanya peradilan Madzalim ini
diharapkan hak-hak rakyat dapat dilindungi, serta sengketa yang terjadi
diantara para penguasa dengan rakyat dapat segera diselesaikan yang
dimaksud dengan penguasa disini adalah seluruh jajaran pemerintahan
mulai dari pejabat tertinggi sampai rendah, peradilan Madzalim ini sudah
ada sejak masa jahiliyah, yang muncul setelah terjadinya persengketaan
antara Ash Ibnu Wa’il dengan seorang lelaki dari penduduk Zahid,
sebuah daerah di tanah Yaman.
Adapun tugas dan wewenang majelisMadzalim adalah:
1) Menanggani pelanggaran pejabat pemerintah atas rakyat, untuk
kemudian memberikan catatan yang bukruk baginya. Bahwa mereka
telah melakukan penindasan dan memperlakukan tidak adil terhadap

rakyat

*Rusdin. Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata
Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam, (Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2018)
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Menangani tindakan-tindakan para pejabat yang mengambil harta
(dari rakyat). Untuk menanganinya, (melihat) kembali pada undang-
undang yang adil di dalam catatan atau pembukuan Negara. untuk
kepentingan rakyat

Bertugas sebagai pencatat pembukuan administrasi negara. Hal ini
karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kepercayaan
dari kaum mukminin untuk mencatat kepemilikan harta (kaum
muslimin)

Menerima pengaduan para penerima gaji atas penyunatan gaji mereka
atau keterlambatan pemberian gaji itu kepada mereka
Mengembalikan harta yang dirampas dan dikorupsi oleh pejabat. Hal
ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut: pertama, perampasan dan
korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, seperti harta yang
dirampas dari pemiliknya oleh pejabat negara karena keinginannya
untuk mendapatkan harta itu atau karena tindakan kesewenangannya
terhadap pemiliknya itu. Kedua, tanah/harta yang dikuasai dengan
paksa oleh orang-orang yang kuat dan mereka menggunakan tanah itu
seakan-akan sebagai pemiliknya.

Mengawasi harta wakaf. Bentuk wakaf ada dua macam: wakaf umum
dan wakaf khusus. Untuk wakaf umum, ia dapat memeriksanya tanpa
terlebih dahulu menerima pengaduan. Adapun untuk wakaf khusus,
penanganan masalahnya bergantung pada adanya pengaduan pihak

pemberi wakaf atau menerima yang berhak menerima wakaf itu saat
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terjadi persengketaan karena kasus seperti ini berkaitan dengan lawan
kasus tertentu.

Menangani kasus yang tidak mampu ditangani oleh para gadhi, yang
disebabkan lemahnya kemampuan mereka untuk menanganinya atau
keseganan mereka menghadapi pihak tertuduh

Menangani kasus-kasus pelanggaran kepentingan umum yang sulit
ditangani oleh pejabat biasa, seperti tindakan berbuat mungkar secara
terang-terangan yang sulit diberantas, tindakan mengganggu
kelancaran dan keamanan lalu lintas yang sulit dicegah, dan tindakan
menahan hak orang lain yang sulit diminta

Memperhatikan pelaksanaan ibadah-ibadah yang lahiriah, seperti

pelaksanaan shalat hari Jumat, shalat hari raya, ibadah haji, dan jihad

10) Menangani kasus penrtengkaran dan memberikan keputusan hukum

bagi pihak yang bersengketa.

. Qadhi al-Qudha

Tugas utama dari Qadhi al-Qudha adalah mengawasi, mengangkat,

dan memecat para gadhi serta meninjau keputusan-keputusan yang

mereka keluarkan akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman,

yaitu memulai pada masa pemerintahan Abbasiyah, Qadhi al-Qudha pun

berkembang menjadi Qadhi al-Askar (Hakim Militer). Qadhi al-Askar ini

bertugas menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan militer.

Adapun tugas dan wewenang pejabat Qadhi al-Qudha adalah:
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Menyelesaikan persengetaan dan permusuhan, baik dengan
penyelesaian secara damai dan dengan suka rela, maupun dengan
paksaan melalui kekuatan hukum yang memaksa pihak yang sedang
bersengketa itu untuk dijalankan

Meminta suatu hak dari pihak yang menahan hak orang lain,
kemudian menyampaikannya kepada pihak yang berhak setelah
diketahui kepastian hukum itu merupakan haknya, melalui dua jalan:
pengakuan atau adanya bukti

Menjadi wali atas orang yang dilarang untuk bertransaksi sendirian,
seperti karena gila atau masih kanak-kanak, dan membatasi tindakan
orang yang menurut kebijakan perlu dibatasi, seperti karena
kebodohannya, atau tidak dapat memelihara harta milik orang, serta
meluruskan pelaksanaan transaksi orang seperti itu

Menangani harta wakaf dengan menjaga harta dasarnya dan
mengembangkan cabangnya serta mengumpulkan dan
membagibagikan hasilnya kepada yang berhak. Jika dalam harta
wakaf itu ada pihak yang berhak untuk mengurusnya, gadhi harus
menjaganya, sedangkan jika tidak ada, gadhi harus mengurusnya. Hal
ini jika karena harta wakaf itu milik umum, ia tidak dapat menjadi
hak khusus bagi segelintir orang dan ia boleh mengubahnya menjadi
milik umum, meskipun diperuntukkan untuk kalangan terbatas.
Melaksanakan wasiat berdasarkan syarat pihak yang memberikan

wasiat dalam perkara yang diperbolehkan oleh syariat dan tidak
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dilarang. Jika wasiat itu bagi orang-orang tertentu, pelaksanaanya
adalah dengan menyerahkannya kepada orang-orang itu. Jika wasiat
itu bagi orang-orang yang memiliki sifat tertentu, pelaksanaannya
adalah dengan menentukan individu-individu yang berhak melalui
ijtihadnya dan menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak
menurut ijtihadnya. Jika ada pihak yang diserahkan untuk
melaksanakan wasiat itu, ia menyerahkannya kepada orang itu,
sedangkan jika tidak ada, ia harus melaksanakannya

Menikahkan para wanita janda dengan orang-orang yang sekufu
(setingkat statusnya), jika mereka tidak memiliki wali nikah saat
mereka akan menikah. Sementara itu, Abu Hanifah tidak menjadikan
hal ini sebagai bagian dari hak gadhi (hakim) karena ia membolehkan
wanita janda untuk menikahkan dirinya sendiri

Melaksanakan hukum had atas pihak-pihak yang seharusnya dijatuhi
hukum itu. Jika hal itu adalah bagian dari hak-hak Allah, ia berhak
menangani proses hukumnya sendiri tanpa menunggu adanya pihak
yang mengajukan tuntutan dan pengaduan jika kejahatan itu telah
terbukti dengan pengakuan atau adanya bukti kuat. Adapun jika
masalah itu adalah bagian dari hak-hak manusia, pelaksanaannya
menunggu adanya tuntutan dari pihak yang berhak. Abu Hanifah
berkata, “Ia tidak dapat melaksanakannya kecuali dengan adanya
pengajuan tuntutan dari pihak yang menuntut.”” 8. Memeriksa

kemaslahatan wilayah tugasnya, seperti mencegah terjadinya
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kejahatan di jalan-jalan dan padang pasir, serta membongkar
bangunan yang tidak layak dibangun atau dipertahankan
kebeadaannya. la boleh menangani hal ini meskipun tidak ada pihak
yang menuntut. Abu Hanifah berkata bahwa tidak boleh menangani
hal itu kecuali jika ada pihak yang mengajukan tuntutan. Akan tetapi,
masalah tersebut adalah bagian dari hak-hak Allah yang padanya
pihak yang dirugikan dan yang tidak dirugikan mempunyai hak yang
sama, sehingga wewenang qadhi untuk menangani masalah itu
menjadi lebih legal

Memeriksa saksi-saksinya serta para pembantunya dan memilih
wakilwakilnya serta mengakui dan mengandalkan mereka jika
mereka berlaku benar dan lurus, serta mengalihkan dan mengganti
mereka jika tampak cacat dan berkhianat. Jika ia tidak mampu
menyelesaikan masalah yang ia hadapi, pejabat yang mengangkatnya
dapat dapat melakukan salah satu dari dua pilihan ini : ia dapat
mengantikanya dengan orang yang lebih kuat dan lebih kapabel atau
ia dapat memperkerjakan orang lain untuk membantunya sehingga
dengan adanya bantuannya itu ia lebih kuat dan lebih berani dalam
membuat keputusan.

Menyejajarkan dalam menangani masalah hukum manusia antara
pihak yang lemah dan pihak yang kuat, dan bersikap adil dalam

menetapkan keputusan antara pihak yang terhormat dan orang biasa,
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dan tidak mengikuti hawa nafsunya dalam mengurangi hak orang
yang berhak atau condong pada kebatilan.

Pada hakekatnya, Qadhi al-Qudha dan peradilan Madzalim
merupakan lembaga yang berada di bawah satu atap kekuasaan kehakiman
(kekuasaan peradilan). Namun, kedudukannya mempunyai wilayah kerja
yang berbeda. Peradilan Madzalim bertugas dan berwenang menangani
permasalahan peradilan yang dilakukan oleh para penguasa atau pejabat
negara, permasalahan penguasa dengan rakyat, dan hal-hal lain yang
berkenaan dengan administrasi Negara (seperti inventaris Negara dan
pengelolaan gaji). Serta mengawasi jalannya ibadah-ibadah pokok yang
menjadi hak Allah (seperti shalat berjama’ah, shalat jum’at, shalat hari raya,
ibadah haji, dan jihad). Sedangkan Qadhi al-Qudha pada awalnya
merupakan peradilan pengawasan hakim. Akan tetapi, berkembang menjadi
peradilan yang menangani masalah-masalah peradilan yang terjadi pada
rakyat. Misalnya, perkawinan dan perdata.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat
hubungan struktural yang sejajar antara Peradilan Madzalim dengan Qadhi
al-Qudhaakan tetapi, apabila Qadhi al-Qudha tidak dapat menyelesaikan
suatu perkara, maka Peradilan Madzalim yang bertugas dan berwenang
menyelesaikannya. Sehingga diperoleh suatu kesimpulan bahwa peradilan
Madzalim merupakan peradilan tingkat banding dan tingkat terakhir dalam

susunan peradilan Islam.
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4. Fungsi Peradilan dalam Siyasah

Sebagai lembaga negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan dan
menuntaskan setiap perkara dengan adil maka peradilan berfungsi untuk
menciptkan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dibina melalui
tegaknya hukum. Pembentukan lembaga peradilan dalam siyasah
dimaksudkan untuk merealisasi ditengah kehidupan masyarakat telah
disebutkan bahwa suatu negara, lembaga peradilan untuk menegakkan
hukum di wilayah kekuasaan negara atau sebagai media untuk
mengimplementasikan ajaran Islam dibidang penegakkan dan perlindungan
hukum. Didalam al-quran disebutkan beberapa ayat yang mengatur tentang

keadilan dan penegakkan hukum dalam siyasah, diantarnya:

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menet apkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S. An-Nisa Ayat 58).

Selain itu Allah SWT juga menjelaskan dalam Al-quran dalam surat

An Nisa ayat 135, yang berbunyi:
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Artinya: “Wahai orag-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-
benar menegakkan keadilan menjadi saksi karena Allah SWT
biarpun terhadap dirimu sendiri dan atau ibu dan kaum
kerabatmu jika ia kaya ataupun miski maka Allah SWT lebih tahu
kemaslahatanmumaka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
karena ingin menyimpang dari sebuah kebenaran dan jika kami
memuta balikkan kata-kata atau menjadi saksi maka
sesunggihkan Allah SWT adalah maha mengethui segala apa
yang sudak kamu kerjaan” (Q.S. An-Nisa Ayat 135).

Selanjutnya Allah SWT juga juga menjelaskn dalam Al-Quran surat

Al-Maidah aya 49:
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Artinya: “Dan hekdakah kamu memutusna perkara di antara meraka
menurut apa yang sudah di perintahkan oeh Allah dan
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-
hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak
memalingkah kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan
Allah kepadamu jika diantara mereka berpaling dari sebuah
hukum yang sudah diturunkan oleh Allah maka ketahuilah
sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpa musibah
kepada mereka disebabkan sebagi dosa-dosa mereka dan
sesunguhnya kebanyakan dari mereka orang-orang yang
fasik” (Q.S. Al-Maidah Ayat 49).
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Lembaga peradilan dalam siyasah bertugas menyelesakan
persengketaan dan memutuskan hukum dengan peradilan Allah demi
memelihara keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat luas, Landasan
dan fungsi peradilan adalah terpeliharanya kepastian hukum, lembaga
peradilan dalam siyasah mempunyai fungsi utama untuk menciptakan
ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat melalui tegaknya hukum
dan keadilan. Disamping itu untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan
tetap tegaknya hukum Allah. Oleh sebab itu peradilan dalam siyasah
mempunyai fungsi yang sangat mulia diantaranya mendamaikan kedua
belah pihak yang bersengketa dengan berpedoman pada hukum Allah,
menetapkan sanksi dan melaksanakannya atas setiap perbuatan yang

melanggar hukum®.

B. Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
1. Pengertian Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pengadilan Tata Usaha Negara biasa disingkat PTUN merupakan
sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang
berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat
Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata
Usaha Negara dibentuk melalui Keputusan Presiden dengan daerah hukum
meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Tata Usaha

Negara terdiri dari Pimpinan (Ketua PTUN dan Wakil Ketua PTUN),

*Ridwan, Figih Politik, Gagasan, Harapan dan Kenyataan, Op, Cit, h.286
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Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris, saat ini terdapat 28 Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara yang tersebar di seluruh Indonesia®*.

Undang-Undang 5 Tahun 1986, tentang PTUN memberikan
pengertian Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilanterhadap sengketa Tata
Usaha Negara. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Peradilan Tata
Usaha Negara adalah sebuah lembaga peradilan yang bertugas mengatasi
perkara atau sengketa berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara.*

Tata Usaha Negara diketahui bahwa susunan pengadilan Tata Usaha
Negara adalah pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Susunan
tersebut sama halnya dengan susunan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara. Beda dengan susunan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, di

Pengadilan TUN tidak ada juru sita.

2. Dasar Hukum Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentan Ketentuan Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999
Pasal 10 menentukan adanya 4 (empat)lingkungan peradilan, yaitu:
a. Peradilan Umum

b. Peradilan Agama

*priyan Afandi, Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemilihan
Kepala Daerah Yang Bersifat Administratif, (Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung,
2017)
*gykirno. Eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (Telaah atas Pemikiran
Hukum Ketatanegaraan Islam),(Skripsi.Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas
Syari’ah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2018).
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c. Peradilan Militer
d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Masing-masing lingkungan peradilan memiliki wewenang mengadili
dan meliputi badan-badan peradilan tingkat I dan tingkat Il yang semuanya
berpundak ke Makamah Agung®.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1970 maka setelah melalui proses panjang pada tanggal 29 desember
1986 dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara. Setelah sempat tidurkan 5 tahun sejak diundangkan,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 baru diterapkan secara efektif setelah
dikeluarkannnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang
penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara pada tanggal 14 Januari 1991.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 di antaranya mengatur
mengenai kekuasaan kehakiman di lingkungan PTUN, hukum acara yang
dipergunakan dalam proses acara pemeriksaan tingkat banding. Sedangkan
upaya kasasi dan peninjauan kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang makamah agung. Beberapa ketentuan lain yang
dipergunakan untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 5 pelaksanaanya
pada peradilan tata usaha negara, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor
1129/kkm.01/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi dan Tata Cara

Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Mentri

* W. Riawan Tjandra, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Yogyakarta:
Unuversitas Atma Jaya, 2009), h.5
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Keuangan RI No. 1129/kkm.01/1991 tentang Cara Pembayaran Ganti Rugi
Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. SEMA No. 1 tahun
1991 tentang petunjuk pelaksanaan ketentuan peralihan undang-undang
nomor ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara juklak MA No. 051/Td. TUN/I11/1992. Juklak
MA No. 052/Td. TUN/111/1992dan lain-lain.

Diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat (2) bahwa
kekuaasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Makamah Agung dan badan
peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer. Lingkungan
peradilan tata usaha negara dan sebuah makamah konstitusi.

Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman diatur dalam undang-undang. PTUN sebagai salah satu lembaga
pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dibawah makamah agung.
Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diperbarui
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. Alasan perubahan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 karna dianggap sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan
ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan demi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang

merdeka dan menegakkan hukum dan keadilan®’.

“"bid, h.8
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3. Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut,

Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan
bagi perkara tingkat pertama dan pelaksanaan putusan (eksekusi)

b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi
dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya

c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di
lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (umum, kepegawaian dan
keuangan kecuali biaya perkara)

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Tata
Usaha Negara pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila
diminta sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 tahun
2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

e. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti pelayanan
riset/penelitian dan sebagainya.*®
Hadirnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu

ciri dari konsep negara hukum menurut Julius Stahl yang juga dikenal dengan
istilah ‘rechsstaat’. Adapun rechstaat sendiri mencakup empat elemen penting
yakni; (1) Perlindungan Hak Asasi Manusia, (2) Pembagian Kekuasaan, (3)

Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang dan (4) Peradilan Tata Usaha

*®Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
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Negara®. Oleh karenanya, hadirnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
merupakan bentuk perlindungan constitutional bagi warga negara dari
kesewenangan negara melalui keputusan pejabat negara.

Kewenangan khas dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah
kemampuannya untuk mengadili perkara keputusan administrasi (beschikking).
Hans Kelsen menjabarkan bentuk dari keputusan administrasi dengan ciri
keputusan yang bersifat “concrete and individual norm®. Lebih jauh, Jimly
menambahkan bahwa selain bersifat konkrit dan individual, keputusan
administrasi juga harus dilahirkan sebagai produk kekuasaan eksekutif murni®*.
Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha
negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,
dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata®.

Berdasarkan pandangan di atas, sangat wajar jika kemudian banyak
pakar mengatakan bahwa eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara penting
dalam negara hukum. Keberadaannya menjamin setiap tindakan alat-alat
Negara (agar) dapat dipertanggungjawabkan secara hukum demi mewujudkan

kesejahteraan rakyat seluas-luasnya (bonnum commune), tanpa terkecuali.

* Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta:
Konstitusi Perss, 2005), h. 154.

%1hid, h.154

*!1bid, h.153

%2 Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079, Pasal
1 angka 9.
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Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai tempat untuk
menyelesaikan sengketa antara badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan
warga masyarakat (orang atau badan hukum perdata) yang merasa dirugikan
akibat dikeluarkan maupun tidak dikeluarkannya keputusan tata usaha
Negara®®.

Dalam menyelenggarakan Pemilu secara langsung Komisi Pemilihan
Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu mengeluarkan dua jenis
keputusan. Pertama, keputusan dalam proses Pemilu. Kedua, keputusan terkait
hasil Pemilu. Keputusan dalam proses Pemilu adalah keputusan yang
dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak dimulainya tahapan Pemilu
sampai dengan tahapan pemungutan suara dengan bahasa yang lebih
sederhana, keputusan dalam proses Pemilu adalah seluruh jenis keputusan
Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu di luar keputusan
terkait hasil Pemilu. Sedangkan keputusan terkait hasil Pemilu adalah
keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil perolehan suara untuk tiap-
tiap peserta Pemilu (partai politik, calon anggota legistaltif DPR RI, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maupun pasangan calon presiden).>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengkategorikan keputusan
Komisi Pemilihan Umum terkait hasil Pemilu bukanlah objek sengketa tata
usaha Negara. Sebagai bagian dari Pemilu, keputusan-keputusan Komisi

Pemilihan Umum terkait hasil pemilihan umum secara langsung memenuhi

Much. Anam Rifai, Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi Dan Hasil
Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, (Skripsi. Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, 2018).

*bid,
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unsur sebagai keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan sebagai objek
sengketa tata usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki
wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat dikeluarkannya
keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait hasil pemilihan umum secara
langsung. Di luar keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait hasil pemilihan
umum secara langsung yang memenuhi unsur keputusan tata usaha Negara,
Peradilan Tata Usaha Negara memiliki wewenang untuk menyelesaikan
sengketanya™.

Kecepatan pemeriksaan di persidangan penyelesaian sengketa tata
usaha Negara dalam penyelenggaraan Pemilu harus memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Tanpa harus mengurangi keakuratan hakim dalam menggali fakta-fakta
untuk memperkuat keyakinan dalam menyusun putusan
2. Jaminan putusan dapat dieksekusi/dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut maka bentuk penyelesaian sengketa
administrasi atau sengketa Tata Usaha Negara dalam Pemilu terdiri dari dua
cara yaitu secara langsung yaitu melalui pengadilan dan secara tidak langsung
yaitu melalui upaya administratif. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan
digunakan terhadap gugatan dengan objeknya berupa keputusan tata usaha
Negara yang dalam peraturan dasarnya tidak mengisyaratkan adanya
penyelesaian sengketa melalui upaya administratif terlebih dahulu, maka dapat

digunakan prosedur gugatan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

**Much. Anam Rifai, Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi Dan Hasil
Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, (Skripsi. Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, 2018).
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Dalam hal digunakan upaya peradilan, maka segi penilaian Hakim terhadap
Keputusan TUN didasarkan aspek rechtmatigheid (aspek legalitasnya) saja.

Sementara upaya penyelesaian sengketa melalui upaya administratif
(administratief beroop) tertuang dalam Pasal 48 yang meliputi keberatan
administrasi dan banding adminitrasi. Apabila upaya penyelesaian sengketa
tata usaha negara hanya disediakan upaya administrasi yang keberatan
administrasi maka apabila masih belum pusa maka selanjutnya menempuh
jalur pengadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena proses
penyelesaian sengketa keberatan administrasi tidak sama dengan proses
penyelesaian sengketa di pengadilan tingkat pertama, sedangkan proses
penyelesaian sengketa tata usaha negara dengan jalur banding adminitrasi
maka apabila belum puas ,maka proses pencarian keadilannya selanjutnya
langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) karena proses
penyelesaian banding administrasi setingkat dengan proses penyelesaian
sengketa pengadilan tingkat pertama ( PTUN)".

Topo Santoso berpendapat bahwa apa yang disebut sengketa dalam
penyelenggaraan Pemilu sesungguhnya merupakan kasus pelanggaran
administrasi  Pemilu atau kasus ketidakpuasan terhadap keputusan
penyelenggara Pemilu®®.Mengingat tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengkaji mengenai cakupan dan ruang lingkup kewenangan lembaga yang

**Grace, Kewengangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Umum Kepala Daerah, (JOM Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2017)
*'Grace, Kewengangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Umum Kepala Daerah, (JOM Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2017)
*®Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty H, Alia Harumdani W, Komparasi
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi
Konstitusional,(Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2016)
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menyelesaikan permasalahan sengketa Pemilu, maka dapat diketahui bahwa
sengketa Pemilu mencakup segala pelanggaran yang terjadi pada proses Pemilu
dan memengaruhi kualitas dari pelaksanaan Pemilu tersebut secara signifikan.

Sementara itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum, ada beberapa hal terkait sengketa proses Pemilu,
diantaranya Pasal 466 yang menjelaskan bahwa sengketa proses Pemilu
meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa peserta
Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan
KPU, keputusan KPU provinsi, keputusan KPU kabupaten/kota serta Pasal 470
Ayat 1 sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi
sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik
calon Peserta Pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU,
kepuitusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan penjelasan dari regulasi tersebut maka dapat dipahami
bahwa perselisihan atau sengketa proses dan hasil Pemilu meliputi perselisihan
antara KPU dan peserta Pemilu mengenai:

1. Adanya rasa ketidakpuasan dari peserta Pemilu (partai politik, calon
anggota legistaltif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota,

maupun pasangan calon presiden) ketika dalam tahap verifikasi dinyatakan

gugur
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2. Adanya rasa ketidakpuasan peserta Pemilu (partai politik, calon anggota
legistaltif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maupun
pasangan calon presiden) terhadap hasil penghitungan Pemilu.

Dalam pemahaman yang lama, dasar gugatan dalam perselisihan proses
dan hasil Pemilu cukup terbatas, yaitu adanya kesalahan dalam keputusan
mengenai hasil Pemilu yang dikeluarkan oleh KPU. Dasar gugatan ini pada
akhirnya menentukan sejauh mana pengadilan akan memutuskan kasus tersebut
apakah hanya pembatalan penghitungan dan perintah untuk menghitungulang,
atau menyatakan batal suatu hasil Pemilu dan perintah dilakukan pemilihan
ulang, masalah yang menjadi pokok persoalan gugatan juga lebih luas, bukan
hanya persoalan kesalahan penghitungan KPU saja, tetapi mencakup berbagai
pelanggaran dalam proses, bahkan persyaratan kandidat baik itu partai politik,
calon anggota legistaltif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota,

maupun pasangan calon presiden.

C. Tinjauan Pustaka
Sejauh hasil telaahan penulis terhadap buku, literatur yang ada, masalah
kedudukan dan wewenang PTUN telah banyak dibahas oleh para peneliti
sebelumnya, antara lain:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Priyan Afandi dengan judual penelitan
“Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemilihan
Kepala Daerah yang Bersifat Administratif”’, kesimpulan dari hasil penelitian

ini adalah kedepan harus ada regulasi hukum yang mempertegas kewenangan
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peradilan tata usaha negara dalam menangani sengketa pemilihan kepala
daerah yang bersifat administratif>°.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Grece dengan judul “Kewengangan Pengadilan
Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala
Daerah”, kesimpulan dalam penelitian adalah (1) Bahwa perselisihan sengketa
TUN dalam Pemilukada tidak terdapat perbedaan dengan sengketa TUN
secara umum. (2) Dalam penyelesaian sengketa TUN dalam Pemilukada
putusan PTUN tidak memberikan implikasi terhadap tahapan dalam
Pemilukada dan hasil Pemilukada yang ditetapkan oleh KPUD®°

3. Penelitian yang dilakukan oleh Erman I. Rahim dan 1.G. Ayu Ketut Rahmi,
Agus Riwanto, dengan judul: “Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Untuk Mewujudkan
Pemilihan Umum Yang Adil”, kesimpulan dalam penelitian ini adalah adanya
kewenangan yang berbeda antara Pengawas pemilihan Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Bawaslu) dengan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara
(PTTUN) dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menimbulkan multi interpretasi, inkonsistensi dan disharmonisasi
sehingga mempengaruhi  terganggunya tahapan pemilihan, bahkan

mengakibatkan kerugian bagi pasangan calon dan penyelenggara pemilihan®.

* Priyan Afandi, Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa
Pemilihan Kepala Daerah yang Bersifat Administratif, (Publikasi Jurnal Hukum Unila, 2017)

® Grece, Kewengangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah, (JOM Hukum, VVolume 1 No. 2 Oktober 2017)

S1Erman 1. Rahim dan 1.G. Ayu Ketut Rahmi, Agus Riwanto, Penyelesaian Sengketa
Tata Usaha Negara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Untuk Mewujudkan
Pemilihan Umum Yang Adil, (Jurnal Hukum Unes, Vol.4 No.3 Tahun 2018, ISSN (Cetak) 2614-
3216 ISSN (Online) 2614-3569)
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Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan
adalah sama-sama membahasperan PTUN dalamproses sengketa Pemiludari sisi
administrasi. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti
sebelumnya lebih fokus pada proses sengketa dalam Pilkada sedangkan dalam
penelitian ini peneliti memfokuskan proses sengketa dalam Pemilu sehingga
pembahasan atau kajian relatif cukup luas selain itu hasil penelitian juga akan
dikaji berdasarkan hukum positif atau hukum Islam sedangkan dalam penelitian

terdahuu lebih fokus pada kajian hukum positif saja.
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